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GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 10 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR  JAWA  TIMUR, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat, perlu pengembangan ekonomi 

kreatif di Provinsi Jawa Timur; 

 b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah berwenang 

melakukan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan 

Peraturan Negara Tahun 1950); 

 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

 

4. Undang-Undang . . . 

SALINAN 
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 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik indonesia Nomor 6841); 

 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi 

Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6414); 

 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 

2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kreatif 

Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 272); 

 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun  2019 Nomor 157); 

 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI 

KREATIF. 

 

 

 

BAB I . . . 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. 

2. Pemerintah Provinsi adalah  Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 

4. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah upaya 

membangun dan meningkatkan keterhubungan sistem yang 

mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, 

produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang 

dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan 

nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, 

mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.  

5. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang 

mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, 

produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang 

dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan 

nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, 

mudah diakses, dan terlindungi secara hukum yang prosesnya 

didukung penuh oleh unsur pemerintah, bisnis, akademisi, 

komunitas dan media 

6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari 

kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia 

yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau 

teknologi. 

7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau 

kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha 

berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan 

berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan 

Ekonomi Kreatif. 

8. Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang 

bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan 

proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, 

atau invensi. 

9. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir 

karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, 

rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang 

teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 

 

 

BAB II . . . 
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BAB II 

PELAKU EKONOMI KREATIF 

 

Pasal 2 

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas: 

a. Pelaku Kreasi; dan 

b. pengelola Kekayaan Intelektual. 

 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Provinsi berkewajiban memberikan dukungan 

kepada Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pengembangan 

Ekosistem Ekonomi Kreatif. 

(2) Dukungan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan Pelaku 

Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

meliputi: 

a. pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk 

meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku 

Ekonomi Kreatif; 

b. fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di 

dunia usaha;  

c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi 

Kreatif; dan 

d. fasilitasi promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif. 

BAB III 

EKOSISTEM EKONOMI KREATIF 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 4 

Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya bertanggung jawab 

dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif. 

 

Pasal 5 

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 melalui: 

a. pengembangan riset; 

b. pengembangan pendidikan; 

c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; 

d. penyediaan infrastruktur; 

e. pengembangan sistem pemasaran dan promosi; 

f. pemberian insentif; 

g. fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan 

h. perlindungan hasil kreativitas. 

 

Pasal 6 . . . 
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Pasal 6 

Pengembangan Ekosistem usaha di bidang Ekonomi Kreatif 

dilaksanakan pada sub sektor ekonomi kreatif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Pengembangan Riset 

 

Pasal 7 

(1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap 

pengembangan riset Ekonomi Kreatif. 

(2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, 

perguruan tinggi, dan/atau masyarakat. 

(3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi 

Kreatif. 

(4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Bagian Ketiga 

Pengembangan Pendidikan 

 

Pasal 8 

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk 

menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif 

yang mampu bersaing dalam skala global. 

 

Pasal 9 

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang 

Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan 

nasional melalui: 

a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur 

pendidikan formal; dan 

b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan 

nonformal. 

 

Bagian Keempat 

Pembiayaan 

 

Pasal 10 

Pembiayaan kegiatan Ekonomi Kreatif disalurkan melalui lembaga 

keuangan bank dan non bank. 

 

Pasal 11 . . . 
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Pasal 11 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis 

Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. 

(2) Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan 

Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 12 

(1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi 

dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah. 

(2) Pembentukan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Bagian Kelima 

Penyediaan Infrastruktur 

 

Pasal 13 

Pemerintah Provinsi mendorong tersedianya infrastruktur 

Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.  

 

Pasal 14 

Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam             

Pasal 13 terdiri atas: 

a. infrastruktur fisik; dan 

b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. 

 

Bagian Keenam 

Pengembangan Sistem Pemasaran 

 

Pasal 15 

(1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pengembangan sistem 

pemasaran dan promosi produk Ekonomi Kreatif berbasis 

Kekayaan Intelektual. 

(2) Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem 

pemasaran dan promosi produk Ekonomi Kreatif berbasis 

Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

 

Bagian Ketujuh . . . 
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Bagian Ketujuh 

Pemberian Insentif 

 

Pasal 16 

(1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan insentif kepada Pelaku 

Ekonomi Kreatif. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. fiskal; dan/atau 

b. non fiskal. 

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Kedelapan 

Fasilitasi Kekayaan Intelektual 

 

Pasal 17 

(1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pencatatan atas hak cipta 

dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri 

kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. 

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan hak atas 

kekayaaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. 

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Kesembilan 

Perlindungan Hasil Kreativitas 

 

Pasal 18 

(1) Pemerintah Provinsi melindungi hasil kreativitas Pelaku 

Ekonomi Kreatif yang berupa Kekayaan Intelektual. 

(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB IV 

RENCANA INDUK EKONOMI KREATIF 

 

Pasal 19  

(1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dalam sebuah 

dokumen Rencana Induk Ekonomi Kreatif Daerah yang 

terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Provinsi. 

(2) Rencana Induk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disusun oleh Pemerintah Provinsi mengacu kepada 

Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional. 

 

(3) Rencana . . . 
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(3) Rencana Induk Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; 

(4) Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Timur diintegrasikan 

ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. 

(5) Rencana Induk Ekonomi Kreatif paling sedikit memuat: 

a. prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan 

tujuan pembangunan berkelanjutan; 

b. visi dan misi; 

c. tujuan dan ruang lingkup; dan 

d. arah kebijakan, sasaran, strategi, dan pemangku 

kepentingan. 

(6) Rencana Induk Ekonomi Kreatif disusun untuk jangka waktu 

20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) 

tahun. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Ekonomi 

Kreatif Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-

Undangan. 

 

Pasal 20 

Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi 

dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, 

dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media. 

 

Pasal 21 

(1) Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah Provinsi dapat 

melakukan kerja sama internasional. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB V 

KOORDINASI  

 

Pasal 22 

(1) Dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah, 

dilakukan koordinasi. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan dengan: 

a. pemerintah daerah kabupaten/kota; 

b. akademisi; 

c. pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif;  

d. unsur media;  

e. Komunitas dan organisasi; dan 

f. pihak lain yang terkait. 

 

BAB VI . . . 
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BAB VI 

PENDANAAN 

 

Pasal 23 

Pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 

b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 24 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

Ditetapkan di Surabaya  

pada tanggal   16 Maret 2023 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

          ttd 

 

  KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal   16 Maret 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, 

 

ttd 

 

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 10 SERI E 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

 

 

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H. 

Pembina Tingkat I 

NIP 19690129 199303 2 001 
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